
BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang bahwa memenuhi ketcntuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Mendahului Peru bahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2019;

b.bahwa memperhatikan sesuai Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

c. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2019;

d.bahwa perekonomian desa yang diselenggarakan berdasar
prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, serta
kemandirian merupakan pilar dari perekonomian daerah dan
perekonomian nasional maka perlu didukung oleh pemerintah
daerah setempat;

e. bahwa dalam rangka lebih mendorong perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat tingkat desa dan kelurahan yang
berkesinambungan perlu didukung dengan sarana dan
prasarana yang memadai;

f. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

g. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187 /PMK.07 / 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;



h. bahwa keannanan dan stal)ilitas noerupalcan isu nasional yang
nnendasar dalann nnewuiudkan noasyarakat yang
aman (lan tertib lila lx•a perlu (li(ltlkung oleh aparat set empat
yaitu Repolisian Negara Reptll)lik Indonesia I)aerall
Kalimantan 'Vengah Resor 1'11 lang Pisau;

i. bahwa untuk pelayanan kepada rna syara kat
dalam hal kea manan da n ket ert il)an dalam rangka
nneningkat kan pelayanan kcpa(la Illasyarakat (liperltlkan

j. bahwa tuennpcrhatikan Surat Kcpolisian Negara Reptll)lik
Indonesia Daerah Kalinnan tan Tengah Resor Pulang Pisau
Nomor : B/ 15/1/ LOGA. 1.5./2019 peñhal Usulan
Rebutuhan Pcnlbangu nan Fasilitas u berupa Relva l)
Kantor dan Utilitas Luar Polrcs Pulang Pisau Tahun 2019;

k. bahwa untuk memenuhi sebagainnana (linvalcsud, pada huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf c, huruf f, huruf g, hurtif
h, huruf i, dan huruf j, perlu mcnctapkan Peral uran 1311 pati
Pulang Pisau ten tang Perubahan Atas Pcraturan Bu pati Pula ng
Pisau Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenkgaraan Negara yang 13crsih dan Bebas (Inri Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara IRcpublil< Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lucnnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nonnor 5 Tahun 2()()2 tentang Pcmbcnt:ukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Scruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupatcn Lamandau, Kabupatcn Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupatcn Murung IRaya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tcngah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()()2 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor
4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpul)lik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara IRcpublik In(loncsia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2()()4 tcntang Pcmcriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Kcunngan Negara
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2()()4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2()()4 tentang Sistcm
Perencanaan dan Pcmbangunan Nasional (Lcmlyaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor CV12 1);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Rcpublik
Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Rcdua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1(). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 1 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4 138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 45021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Inmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13, Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Repub)ik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);



14. Pcraturan Pcrncrintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem
Informasi Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Repu blil<
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diu bah dcngan Pcraturan dcngan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan
Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem Informasi
Keuangan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemcrintah
(Lcmbaran Negara Rcpublil< Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pcmcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 10);



23. Peraturnn Men teri l)alann Negeł•i Repui)lik I n (Io nesin NOI
32 'ľahun 2011 ten t n ng Io non n I I rin n I libaln (lan
Bant unn Sosinl Yang Ițersl.l tuber I )ari Anggnran
(lan 1.3elanjn sebagainłana telali (liu bali kali
terakhir (lengnn 11 Menteł•i Ncgcri
Indonesia Nołnoł• VI Paliu 2016 I 'cru ba han Kcdua
Atas Peraturan Menteri l)alam Negeri Nonoor 32 Tabun 201 1
tentang Pedotnan P('łnberian Ililralî (Ian Bant uan Sosial Yang
Bersułnbełî Dari Anggnran Pendapatnn (Ian Bclanja Dacrah
(Berita Negara Repu blik In(lonesia n 2016 Nołmor 54 1 );

24. Mentevi l)nlanł Negeri Repu blilę Indoncsia Nomor
38 Tahun 2()18 tentang Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan 1.3ela1ția Dacrah Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik In(lonesia Tahun 2018 Nomor 1);

25. Peraturan Menteri Keuangan Repu blik Indoncsia Nomor
tentang Balas Maksimal Kumulatif Dcfisit

An&łgaran Pendapatan dan 13elanja Dacrah, 13atas Maksimal
Defisit Anggaran Pendapatan dan 13clanja Dacrah, dan 13atas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Dacrah Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12()9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun
2()()7 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Kcuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007
Nomor 016);

27. Peraturan Daerah Kabupatcn Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Dacrah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor ()4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahi.łn Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor ()7);

29. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2()18
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019
(13erita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor
017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN 13UPAT1 PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN 13UPAT1 PULANG PISAU NOMOR 17 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAEIRAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasa.l I
Bebcrapa ketcntuan dalam Peraturan 13upati Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2018
tentang Penjabaran Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah



Kabupatcn Pulang Pisau Tahun Anggaran 2()19 (Berita Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2018 Nomor 017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b, sehingga
Pasal 1 ayat (2) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b berbunyi sebagai
bcrikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

(1) Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan

yang Sah
Jumlah Pendapatan

(2) Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja hibah
4. Belanja bantuan sosial 

RP.

RP.

RP.

RP.

RP.

RP.

5. Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintah desa RP.

6. Belanja bantuan
keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintah desa

7. Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

(3) Pembiayaan Daerah:

RP.

RP.

RP.

RP.

a. Penerimaan RP.

b. Pengeluaran RP.

Jumlah Pembiayaan Neto

47.565.535.500,00
790.594.306.000,00

156.100.779.000,00
RP.

371.318.025.274,00
1.000.000.000,00

16.588.200.000,00
300.000.000,00

638.000.000,00

153.137.891.400,00
1.000.000.000,00

RP.

30.890.443.616,13
209.455.333.940,47
199.932.726.269,40

RP.

0,00
10.000.000.000,00

RP.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan RP.

994.260.620.500,00

543.982.116.674,00

440.278.503.826,00

984.260.620.500,00

10.000.000.000,00

(10.000.000.000,001

0,00



2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi menjadi

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditctapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Juli 2()19

1 PULANG PISAU,

PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Juli 2019

EKRETARIS DAERAH
TEN PULANG PISAU,

SET
ARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 017


